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KATA PENGANTAR
Bismiliahirahmanirahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufig dan hidayah-Nya, Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu 2020-2024. Rencana Strategis ini merupakan rumusan
strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mempertajam arah
dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh yang tidak

terlepas dari Blue Print Jilid 2 Mahkamah Agung.

Rencana Strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam
Jangka waktu lima tahunan merupakan tahap pertama dalam road map, dalam pembaruan
badan peradilan 2010-2035 (perencanaan strategis dua puluh lima tahun). Rencana
Strategts tersebut dapat dikatakan sebagai proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan

yang membantu instansi dalam pencapaian visi dan misi badan Peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi (cara
mencapai tujuan dan sasaran)yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, serta
ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan
ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan
dalam kurun waktu 5 tahun pada 2020-2024 yang menjabarkan kegiatan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dilakukan setiap

tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Untuk 1tu, diharapkan reviu rencana strategis ini dapat dijadikan plat-form pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi di Peradilan Tata Usaha Negara Palu.

N
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945, terpatri cita-cita suci yang dirumuskan sebagai tujuan
Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 1945 yaitu untuk membentuk
suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan social.

Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, disepakatitah oleh Para
Pendiri Negara (Founding Fathers) dan dituangkan dalam pasal 1 ayat 3
UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang
konsekuensinya bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu
berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum
berjalan dengan efektif maka dibentuklah lembaga Peradilan sebagai
sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan
perlakuan yang semestinya di depan hukum. Lembaga Peradilan atau
lembaga Yudikatif, merupakan salah satu organ dasar suatu Negara
berdasarkan teori Trias Politica oleh Montesgieu selain lembaga Legislatif
dan lembaga eksekutif. Dan di indonesia walaupun tidak secara rigid
mengikuti ajaran tersebut dimana tidak terdapat pemisahan (separation of
power) sebagaimana dicitakan oleh penganjumya dan lebih kepada
pembagian kekuasaan (division of power) namun prinsip-prinsip Legislatif
sebagai pembentuk Undang-undang, Eksekutif sebagai pelaksana
Undang-undang dan Yudikatif sebagai lembaga penegak sekaligus
pengawas pemberlakuan Undang-undang apabila terdapat konflik dalam
pelaksanaannya.
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Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.menilik ketentuan
dalam Konstitusi ini, jelas bahwa eksistensi Pengadilan Tata Usaha
Negara sebagai salah satu lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah
Agung sangat diakui. Pengakuan ini sejalan dengan status Republik
Indonesia sebagai sebuah Negara hukum yang menurut FJ Stahl salah
satu cirinya adalah terdapatnya suatu Peradilan Administrasi atau
Peradilan Tata Usaha Negara;

Pentingnya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara bagi suatu
Negara Hukum dan Demokrasi serta kukuhnya ekistensi sebagaimana
tercantum secara tersurat datam Konstitusi, tidak lantas menjadikan
Peradilan Tata Usaha Negara berpuas dengan status dan pengakuan
tersebut. Sejalan dengan upaya reformasi pada badan Peradilan melalui
upaya pembaruan Peradilan sebagaimana tersebut secara gamblang
dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Peradilan Tata Usaha
Negara juga bergerak seirama uniuk melaksanakan berbagai rencana
pembaruan yang termuat dalam cetak biru tersebut dengan tekad
melaksanakan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai salah satu Lembaga
Peradilan Tingkat Pertama dalam susunan badan Peradilan di Indonesia
tidak lepas dari upaya pembaharuan Peradilan sebagaimana ditetapkan
Mahkamah Agung tersebut. setiap upaya yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung merupakan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk
mendukung dan mensukseskannya terutama dalam upaya mewujudkan
Peradilan Indonesia yang Agung dengan mengemban misi menjaga
kemandirian badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum vyang
berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas
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kepemimpinan badan Peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan

transparansi badan Peradilan;

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung

tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diberi tugas pokok dan

fungsi (Tupoksi) sebagai berikut :

Tugas Pokok (Bidang Yustisial) :

i

Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata
Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
(PTUN Palu), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 19886 jo. Undang-Undang Nomor : © Tahun 2004 jo. Undang-
Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan lain yang bersangkutan, Serta Pstunjuk-Petunjuk dari
Mahkamah Agung Republik indonesia (Buku Simplemen Buku |, Buku
[l, SEMA, PERMA, dil);

Meneruskan Sengketa-sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar (PT.TUN) yang Berwenang;

Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, Seiring Peningkatan Integritas Moral dan
Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna
Tercipta dan  Dilahirkannya Putusan-Putusan vyang Dapat
Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta
Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan
Guna Meningkatan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur
dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum
dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;

. Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sesuai
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubiik Indonesia Nomor :
KMA/012/8K/11I/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN)
dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT.TUN);

6. Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di
Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) :

1. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta
Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial
Maupun Administrasi Umum;

2. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku
Hakim dan Pegawai Lainnya;

3. Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman.

Upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi yang terjabarkan dalam
Tupoksi tersebut tidak akan mudah bahkan ada kemungkinan tidak akan
tercapai jika tidak didahului dengan adanya perencanaan yang matang
sebagai penunjuk jalan dalam pelaksanaan pekerjaan menuju tercapainya
tujuan tersebut. Oleh karenanya diperfukan suatu rencana strategis yang
merupakan proses yang dilakukan suatu Organisasi untuk menentukan
strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan
sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk
mencapai strategi ini. Dengan kata lain, Renstra adalah sebuah alat
manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk
melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga Rencana

Strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan Organisasi dari

kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 Tahun ke

depan.
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Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan
dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur
berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan
dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, bagian
tenggara berbatasan dengan Sulawesi Tenggara, dan bagian barat
berbatasan dengan Selat Makassar.

Jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2010 adalah
2.831.283 jiwa, dengan kepadatan 46 jiwa/km2. Kabupaten dengan
jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah adalah
Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 449.157 jiwa,
sedangkan Kota dengan jumiah penduduk terbanyak adalah Kota
Palu sebanyak 362.202 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk adalah
1,95% per tahun (2010). Sementara penduduk Provinsi Sulawesi
Tengah yang tinggal di Daerah pemukiman dan pedalaman ialah
sekitar 30%, Daerah pesisir 60%, dan kawasan kepulauan ialah 10%.

Pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian
penduduk dengan padi sebagai tanaman utama.Kopi, Kelapa, Kakao
dan Cengkih merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini
dan hasil hutan berupa rotan, beberapa macam kayu seperti agatis,
ebony dan meranti yang merupakan andalan Sulawesi Tengah.

Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh
Ketua Adat disamping Pimpinan Pemerintahan seperti Kepala
Desa.Ketua adat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau
bagi yang melanggar.Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah
sering mengadakan upacara untuk menyambut para tamu seperti
persembahan ayam putih, beras, telur serta tuak yang difermentasikan
dan disimpan dalam bambu.

Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 15 kefompok etnis
atau suku, yang terbesar antara lain Etnis Kaili, Kulawi, Lore, Pamona,
Meri, Bungku, dan lain-lain. Disamping 13 kelompok etnis, ada
beberapa suku hidup di daerah pegunungan seperti suku Da'a di
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Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu yang menginduk dan merujuk pada Renstra
Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak terlepas dari Program
Perencanaan Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dimana ditentukan bahwa Pimpinan
Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional. Rencana Strategis ini menjadi salah satu dasar bagi
Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Secara teknis penyusunan Renstra didasarkan pada
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik indonesia Nomor 5 Tahun
2019 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

B. Kondisi Umum
1. Kondisi Wilayah Kompetensi

PTUN Paiu terletak di Kota Palu, Ibukota Provinsi Sulawesi
Tengah dan Wilayah kerjanya (jurisdiksi) meliputi seluruh Provinsi
Sulawesi Tengah yang terdiri atas 13 Kabupaten dan 1 Kota.

Sulawesi Tengah (disingkat Sulteng) adalah sebuah Provinsi di
bagian Tengah Pulau Suiawesi, [ndonesia. Ibu kota Provinsi ini adalah
Kota Paiu. Luas Wilayahnya 61.841,29 km?, dan jumlah penduduknya
3.222.241 jiwa (2015).Sulawesi Tengah memiliki Wilayah terluas di
anfara semua Provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah
penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi
Sulawesi Selatan. lbu kota Sulawesi Tengah adalah Palu. Kota ini
terletak di Teluk Palu dan terbagi dua oleh Sungai Palu yang
membujur dari Lembah Palu dan bermuara ke laut.
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Donggala dan Sigi, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan Suku
Taa di Ampana dan Banggai, dan suku Daya di Buol Tolitoli. Meskipun
masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa yang saling
berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya, namun
masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar
sehari-hari. Selain penduduk asli, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh
transmigran seperti dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur. Suku pendatang yang juga banyak mendiami
Wilayah Sulawesi Tengah adalah Mandar, Bugis, Makasar dan Toraja
serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah
membaur.

Bahasa resmi Instansi Pemerintahan di Sulawesi Tengah
adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada
21 bahasa daerah yang dipertuturkan di Sulawesi Tengah dengan
penutur terbanyak adalah Bahasa Kaili dan Bugis.

Penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar memeluk agama
Islam. Tercatat pada sensus tahun 2015, 76.37% penduduknya
memeluk agama Islam, 16.58% memeluk agama Kristen Protestan,
4.45% memeluk agama Hindu, Katolik sebanyak 1.85%, serta Budha
0.74%". Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah mayoritas beragama
lslam, namun tingkat toleransi beragama sangat tinggi dan semangat
gotong-royong yang kuat merupakan bagian dari kehidupan
masyarakat.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana
a. Prasarana Gedung
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu didukung dengan
prasarana gedung yang cukup megah dengan 2 (dua) lantai
dengan bentuk bangunan yang telah sesuai dengan prototype
bangunan Mahkamah Agung dan dibagi dalam ruangan-ruangan
vang telah mempresentasikan kebutuhan berdasarkan
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pembagian tata kerja dan Organisasi PTUN Paiu. Sayangnya
sebagian bangunan dalam kondisi retak-retak setelah dihantam
Gempa Palu 2018 sehingga walaupun secara fungsi tidak
terganggu namun secara estetis, bangunan gedung tersebut
layak untuk dilakukan rehabilitasi dan renovasi yang hampir total;

b. Prasarana Penunjang
Pengadilan Tata Usaha Negara Paiu memiliki 8 (delapan) unit
rumah dinas sebagai prasarana penunjang yang dihuni oleh
Hakim maupun Pejabat Struktural yaitu Panitera dan Sekretaris.
Rumah Negara yang teretak di Jalan Kijang Raya Nomar 47
tersebut secara umum masih dalam kondisi baik meskipun atap
bangunan yang terbuat dari seng sudah mulai pudar dimakan
zaman,

c. Sarana
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki sarana penunjang
kegiatan mulai dari unit komputer, printer, leptop,mesin fotokopi,
mesin pemindai (scanner) dan lain-lain yang jumlah dan
kondisinya cukup untuk mendukung kegiatan operasional kantor
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Selain itu terdapat
generator set yang berfungsi saat terjadi pemadaman arus listrik
dari PLN.

3. Kondisi Sumberdaya Manusia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu saat ini memiliki 23 personel

terdiri atas 6 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua serta

17 Aparatur Peradilan yang terdiri atas Panitera, Sekretaris, 2

Orang Panitera Muda, 3 orang Kasub, 4 Panitera Pengganti, 2

orang Jurusita Pengganti, 1 orang Fungsional Kepegawaian, 2

orang staf dan 1 orang CPNS, selain itu terdapat 11 orang tenaga

kontrak atau PPNPN.

4. Kondisi Sumberdaya Finansial
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DIPA Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020 yaitu

:DIPA 01 Rp. 5.071.713.000,- dan DIPA 05 Rp. 44.300.000, -

. Kondisi Pencapaian Kinerja

Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan Renstra

Tahun 2015-2019 difokuskan pada Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja Utama:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan
Akuntabei;
Upaya mewujudkan sasaran kinerja ini antara lain dengan
Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan sebuah Aplikasi
Teknologi Informasi yang memadukan kemudahan Pengolahaan
dan Pencetakan Seluruh Dokumen Perkara dengan Pengolahan
Data-data Perkara. Penggunaan aplikasi SIPP ini selain
meningkatkan transparansi dimana masyarakat dan pencari
keadilan khususnya dapat mengakses informasi perkara-perkara
yang sedang ditangani PTUN Palu juga merupakan sarana untuk
meningkatkan kinerja Percepatan penyelesaian Perkara dimana
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera ,Penitera Pengganti dan
Jurusita Pengganti termasuk Bendahara Perkara dapat
berkomunikasi melalui SIPP tersebut yang pada akhirmya dapat
meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
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Peningkatan akuntabilitas dan tranparansi peradilan juga telah
dilakukan dengan menyediakan Pelayanan Meja informasi dan
Meja pengaduan dimana masyarakat yang membutuhkan dapat
meminta informasi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan
Informasi Publik sekaligus dapat mengadu apabila ada Hakim
atau Aparatur Peradilan yang diduga mefanggar Kode Etik
Profesi masing-masing.

2. Peningkatan Penyelesaian Perkara :
berbeda dengan lembaga penjualan yang dapat menetapkan
target penjualan untuk jangka waktu tertentu atau lembaga

10
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penyedia jasa yang dapat menetapkan jumiah pelanggan yang
ingin dicapai, Lembaga Peradilan tidak dapat menetapkan
kuantitas jumlah perkara yang diselesaikan karena pada
dasamya Pengadilan hanya bekerja apabila ada pencari
keadilan yang meminta penyelesaian atas masalah yang
dihadapinya melalui Gugatan atau Permohonan. dengan
demikian, kinerja penyelesaian perkara yang dapat ditingkatkan
hanyalah dari segi kualitas dan sisa perkara tahun sebelumnya
yang memang sudah menjadi tugas Pengadilan untuk
menyelesaikannya. ditambah lagi, adanya jangka wakiu yang
cukup luang yaitu maksimal 5 (lima) bulan untuk penyeiesaian
perkara Gugatan, membuat peluang penyelesaian perkara pada
tahun tersebut berlanjut ke tahun selanjutnya semakin besar
terutama untuk perkara-perkara yang masuk di caturwulan ke-3
yaitu bulan September hingga Desember yang hampir pasti
selesai atau putus di tahun berikutnya. kondisi saat ini di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tidak ada Perkara Gugatan
yang putusannya lewat dari waktu yang ditentukan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat yang tidak
mampu;
Sasaran peningkatan kinerja ini diwujudkan dengan Pelayanan
Acara Prodeo bagi masyarakat tidak mampu, pelayanan
penunjang bagi penyandang disabiltas dan pelayanan
posbakum. sayangnya, mungkin Kkarena ketidaktahuan
masyarakat, Anggaran yang disediakan untuk perkara prodeo
belum pernah terserap meskipun Anggaran tersebut memang
tidak terlalu besar yaitu hanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu
Rupiah)
Pelayanan bagi disabilitas juga telah diupayakan dengan
penyediaan jalur kursi roda dan penyiapan kursi roda serta
prasarana sudah tersedia sehingga apabila ada pencari keadilan

11
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yang memerlukan, petugas akan menyiapkan kursi roda dan
mengawal masyarakat pencari keaditan tersebut selama proses
pelayanan di PTUN Palu.

H

Keberadaan Posbakum juga belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh masyarakat yang ditengarai karena masyarakat
belum mengetahui keberadaan Posbakum dan belum
memahami layanan dan kemudahan pelayanan oleh Posbakum
sehingga hanya beberapa pelayanan saja yang diberikan oleh
Posbakum yang diperbarui penyedianya dan kontrak kerjanya;

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik atau ciri
khas sendiri dibandingkan Peradilan lain yang salah satunya
adalah sifat pelaksanaannya yang diserahkan kepada tergugat
sendiri atau swa-eksekusi. berbeda dengan Pengadilan Perdata
yang memiliki jurusita dan jurusita pengganti untuk pelaksanaan
eksekusi dan Peradilan Pidana yang menempatkan Jaksa selaku
eksekutor, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak/belum memiliki
lembaga eksekusi seperti tersebut sehingga pelaksanaan
eksekusi sangat tergantung kepada kemauan dan kerelaan hati
Tergugat Pejabat/Badan Tata Usaha Negara itu sendiri.

Tidak ada cara untuk memastikan bahwa Putusan PTUN yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkrachf) dilaksanakan oleh
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Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat,
selain menunggu ada surat tembusan pelaksanaan putusan dari
pejabat tersebut dan sebagai bukti bahwa putusan tersebut
telah dilaksanakan dan adanya permohonan pengawasan
pelaksanaan putusan sebagai indikasi bahwa putusan tidak atau
belum dilaksanakan oleh Pejabat yang dihukum. sedangkan
nasib perkara yang lain hanya berharap bahwa putusan telah
dilaksanakan secara diam-diam atau masyarakat pencari
keadilan cukup berpuas hati dengan menang di atas kertas atau
bahkan pasrah dengan keadaan;
5. Peningkatan Pelayanan Publik.

Peningkatan Pelayanan Publik dilakukan antara lain dengan

memaksimalkan Meja Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP).

PTSP PTUN Palu telah mendapatkan sertifikat dengan Nilai

Akreditasi A (Excellence) dari Dirfjen Badilmiltun Mahkamah

Agung Rl pada Bulan Agustus 2018.

Pada asasnya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Palu bertujuan:

a. Mewujudkan proses pelayanan vyang cepat, mudah,
transparan, terukur sesuai dengan standar vyang telah
ditetapkan.

b. Memberikan Pelayanan yang Prima, Akuntabel, dan Anti
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelayanan Terpadu satu Pintu ( PTSP) dilaksanakan dengan

prinsip:

a. Keterpaduan;

b. Efektif, Efisien, Ekonomis;

c. Koordinasi;

d. Akuntabilitas;

e. Aksesibilitas.
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Dalam upaya peningkatan pelayanan publik tersebut,

Pengadilan Tata usaha Negara telah memperoleh sertifikat
Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A (Excellent) dan
mencanangkan, membangun dan meraih Predikat Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya dengan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
sebesar 94,65.

C. Potensi Dan Permasalahan
1. Potensi

Sulawesi Tengah adalah Daerah yang sedang berkembang
pesat memacu ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain.
Sebagai modal pembangunan, selain sumberdaya manusia,
Sulawesi Tengah diberkahi kekayaan alam yang melimpah ruah
terutama kekayaan bahan tambang mineral terutama nikel, emas
dan batubara termasuk juga gas dan bahan galian golongan C
yang juga sangat dibutuhkan termasuk untuk dikirim ke daerah lain
seperti Kalimantan.

Pada Sektor Pertambangan Sulawesi Tengah memiliki total
izin usaha pertambangan mencapai 135 IUP, sebanyak 28 izin
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dalam tahapan eksplorasi dan 107 izin lainnya sudah dalam tahap
operasi produksi. Tambang nikel tersebar di tiga Kabupaten, antara
lain Kabupaten Morowali (37 IUP), Kabupaten Morowali Utara (21
tUP), dan Kabupaten Banggai (20 1UP). Selain tiga kabupaten itu,
di Kabupaten Tojo Una-Una juga terdapat 2 izin tambang.

Bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu adalah Menerima, Memeriksa, Memutus dan
Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan
kepadanya. Diantara perkara-perkara yang menjadi wewenang
PTUN adalah Perijinan disamping Pertanahan, Kepegawaian,
Lelang, Pilkada, K | P, Fiktif Positif Dan Lain-lain.

Dengan demikian, banyaknya IUP yang berada di Wilayah
Sulawesi Tengah adalah potensi perkara yang akan ditangani oleh
PTUN Palu, belum lagi konflik pertanahan yang berpotensi timbul
dengan semakin pesatnya usaha pertambangan juga menjadi
potensi perkara Tata Usaha Negara.

Hal lain yang juga merupakan potensi perkara Tata Usaha
Negara adalah semakin berkembangnya Wilayah yang saat ini
saja, Sulawesi tengah sudah terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 1
kota. Banyaknya Daerah Otonom ini berarti semakin banyak
potensi konflik kepegawaian, sengketa lelang dan tender, sengketa
Administrasi Pilkada, sengketa Kepala Desa dan atau perangkat
desa, KIP.

Trend/kecenderungan semakin meningkatnya perkara
perijinan di bidang pertambangan nampak dari semakin banyaknya
perkara Permohonan untuk Mendapatkan Putusan dan/atau
Tindakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara atau yang lebih
dikenal sebagai perkara Fikiif Positif pada PTUN Palu yang pada
Tahun 2018 hanya 1 (satu) perkara, Tahun 2019 meningkat
menjadi 8 (delapan) perkara.
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Demikian juga perkara Kepala Desa yang termasuk perkara
jenis lain-lain yang jumlahnya mengikuti even Pilkades serentak di
suatu Kabupaten/Kota;

Peningkatan jumlah dan aneka ragam jenis perkara sangat
bermanfaat bagi upaya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme
Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Seiring
Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri
Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya
Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut
Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari
Keadilan (Justiciabelen) karena setiap menangani perkara,
pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan Hakim akan
selalu bertambah dan meningkat:

Putusan-putusan yang lahir dari Hakim yang memiliki
pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang
mumpuni pada gilirannya akan meningkatkan Kepercayaan
Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatan dan
Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga
Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan
Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga
masyarakat Pencari Keadilan merasa optimis saat mendaftarkan
perkara di PTUN Palu;

Banyaknya perkara dan beraneka jenisnya juga merupakan
lahan pelatihan bagi upaya pembinaan Calon Hakim Dengan
Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN) Agar
Menjadi Hakim yang Profesionai.
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2. Permasalahan

Selain terdapat potensi yang besar dalam upaya perbaikan
dan peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,
terdapat juga beberapa permasalahan yang dapat menghambat
pencapaian upaya pencapaian Visi, Misi dan pelaksanaan Tugas
Pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.,

Permasalahan yang agak mendasar adalah terbatasnya
personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dimana hanya
terdapat 23 (dua puluh tiga) personil termasuk Pimpinan Ketua dan
Wakil Ketua serta Hakim. dengan jumlah personil tersebut, ada
beberapa bagian yang tidak memiliki staf yang berstatus sebagai
PNS seperti Kepaniteraan Muda Hukum, Bagian Umum dan
Keuangan, Perencanaan sehingga harus mengandalkan PPNPN
atau tenaga honorer. Keadaan ini sesungguhnya tetap dapat
membuat PTUN Palu berjalan dan melaksanakan namun untuk
menuju kepada pelayanan prima membutuhkan perjuangan yang
luar biasa.

Permasalahan yang lain adalah rentang Wilayah Yurisdiksi
PTUN Palu yang sangat luas dengan sarana transportasi yang juga
masih refatif terbatas sehingga upaya mewujudkan upaya Peradilan
cepat sederhana dan biaya ringan menemui tantangannya sendiri.
sebagai ilustrasi, jarak dari Kabupaten Morowali ke Kota Palu
memeriukan waktu tempuh sekitar 14 jam melalui jalan darat yang
berbelok-belok sehingga hal ini membutuhkan tekad yang kuat bagi
masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Contoh lain adalah
Wilayah Banggai Kepulauan yang memerlukan beraneka moda
transportasi sebelum mencapai Gedung Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu.
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VIS], MISI,TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis
Mahkamah Agung 2020-2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan
sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu pada ahun 2020-2024 mengacu pada program-program
yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi
dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengusung cita-cita dan
citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dengan menuangkan dalam
Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut."Mewujudkan
Pengadilan Tata Usaha Negara Paiu Yang Agung”

B. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu menetapkan Misi sebagai berikut;
1. Mewujudkan Peraditan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pera&ilan dalam
rangka peningkatan pelayanan pada Masyarakat. )
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Mengupayakan tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang
Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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C. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau Implementasi dari
pemyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
hingga 5 (Iima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Tujuan yang ditetapkan
mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu adalah sebagai berikut :
1. Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari

keaditan,

2. Terjangkaunya pelayanan badan Peradilan.

D. Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yakni

sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan
dari tahun 2020-2024. Renstra tahun 2020 — 2024 telah diperbaharui
kembali pada rapat hari selasa tanggal 24 September 2020 dengan
menambahkan sasaran dan Indikator kinerja berdasarkan Kinerja
Pelayanan Peradilan baik dibidang Administrasi Kepaniteraan dan
Administrasi Kesektariatan.
Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha

Negara Palu sebagaimana yang tercantum adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Manajemen Kinerja Pelayanan Peradilan, baik di

bidang Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan:
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan
Akuntabel;
. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
- Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;
. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan:

LS 2T ¥ B N I

. Peningkatan Pelayanan Publik.
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E. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur sebagai
ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana
kinerja yang dilaksanakan berhasil mewujudkan sasaran strategis yang
tefah ditetapkan.
Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu telah mencapai tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka pada
masing-masing sasaran ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja
yang harus dicapai selama periode lima tahun kedepan. Sasaran
Strategis kinerja utama dan indikator Kinerja yang digunakan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut :
Sasaran 1:
Meningkatkan ~ Manajemen  Kinerja  Pelayanan  Administrasi
Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan.
Terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :
1. Kedisiplinan Jam Kerja Pegawai (DJKP) diukur dengan menghitung
jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan, absen terlambat atau
sebelum waktu pulang dibandingkan dengan jumlah absensi

masuk dan pulang dalam satu tahun, dirumuskan dengan:
¥ "dak Hadir+ Abser Tarlarhat + Ahsen Mendahilui
= Z Absensi Masuk Dan Pulang =100
Capaian diukur dengan membandingkan Realisasi dengan Target,
dirumuskan dengan :
% FR
2f Targst

Coapuiur DJX — =100 %

2. Kualitas Kerja Pegawai (KKP) diukur dengan menggunakan alat
ukur kinerja yang disusun berdasarkan teori para ahli

S RuE
e Tasgor

=100 %

Capaiar KEP —

3. Kualitas Pelayanan Peradilan Kepada Masyarakat pada PTSP
(KPTSP) diukur dengan menggunakan Survei Kualitas Pelayanan
PTSP
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Capatan FPTSP = 22238 < 100%
Yz Target

Sasaran 2.
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sasaran Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel ini terdiri atas 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu :
1. Persentase sisa perkara (Sisa) tahun yang lalu diselesaikan
diukur dari perbandingan sisa perkara yang diselesaikan
dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Dihitung dengan rumus :
giza perkara yangdiselasaikan

= 100 %
siza perkarza ahun lalu ¢

Siza

Capaian diukur dengan rumus :

¢ Realioast pomyelegaian sisc porlkera x 100 %

Capaian Sisa — i
T carger geoarclepaian miss perlewra

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Ontime})
yang diukur dengan membandingkan jumiah perkara yang
diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan) dengan jumlah
perkara yang diselesaikan. Hal ini sesuai perintah Surat Edaran
Ketua Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 yang saiah
satu diktumnya memerintahkan penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5
(lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Dihitung dengan rumus :

I sisa perkara yang diselecailan
Sism — ——— — X 100%
¥, sisa parkara tahim laln

Capaian diukur dengan rumus :

g . & Realiwesl preayelemaing sive perkars
Capaian Siza = L 4 x 100 %
%y rarger peaveleraiss misa gericara

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara (Penurunan) diukur
dengan membandingkan persentase sisa perkara tahun
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berjalan dengan dengan sisa perkara tahun lalu;
Dihitung dengan rumus :
I $isa Perkara Tahun Berjalan

Peiurisan — - x 100 34
¥. 8iza Perkars Tahun Taln -

Capaian diukur dengan rumus :

% Realizami Penurunan x 100 %
3¢ Tarpat

Capazaian 8isa =

. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum
Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali yang diukur dengan
membandingkan Jumlah Perkara Yang tidak Mengajukan
Upaya Hukum dengan jumiah Putusan Perkara.

Dihitung dengan rumus :
£ Tidak Upaya Hudaurm

Ugaya aleim = = 1009
T Panisan Porksrs

Capaian diukur dengan rumus :

Capatan Sisa = Ot Realisasi Tidax Upaya Fulkam x 100 %
¥ arget

. Persentase perkara yang dapat diakses secara transparan
(Akses Transparan) yang divkur dengan membandingkan
jumlah perkara yang diunggah ke SIPP PTUN dengan jumlah
perkara yang diterima;

Dihitung dengan rumus :

I Perhar:s Diungeah i Py
Z Perkara Literinia

Capaian diukur dengan rumus :

Capaian Akses Transparan = Xiesliszs “’:f‘m:’w“’m x 100 %
Y rarge

Akses Transparan — x 100 8
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Sasaran 3
Peningkatan Penyelesaian Perkara
Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara terdiri atas 2 {(dua)
Indikator Kinerja Utama yaitu
1. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu
(Minutasi Ontime) diukur dengan membandingkan jumlah
perkara yang diminutasi tepat waktu dan jumiah perkara yang
diminutasi.
Dihitung dengan rumus :

) . . I Minutasi Tepat Waktz
Minutas! Ontime = = 10D 4t
T Minutasi Perlara

Capaian diukur dengan rumus :

0 o = . M Realizani Minmtei Qatin e
Capaian Minutasi Ontime = T X 100 %
%i Terger

2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online (Akses Online) datam waktu 1 hari
sejak diputus yang diukur dengan membandingkan Jumiah
Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
dengan jumlah putusan perkara Sengketa Administrasi
Pemilihan Umum (Pemilu)

Dihitung dengan rumus :

T L Sengleta Menarik Online 100 X
-ETCR Lrlitne — X ]
Y. Sengleta Menarik Putus !

Capaian diukur dengan rumus :
3 Bmascamt Aksss Onliza x 100 %

Capaiar Azces Online =

3 Tesger
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Sasaran 4.
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat yang Tidak
Mampu
Sasaran Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat yang Tidak
Mampu terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan yang diukur dengan
membandingkan antara jumlah Perkara Prodeo yang telah
diselesaikan dengan jumlah Perkara Prodeo yang diterima .

Dihitung dengan rumus :

5 Z Prodeo Selesat 100 3
ra =
el T Prodeo Diterima *

Capaian diukur dengan rumus :

m %2 izemi P
Capamn Proden = Reudizeni Poulew x 100 %
% Targer

2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum (Posbakum) diukur dengan
membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). dengan
jumiah  pencari  keadilan golongan tertentu  yang
meminta/mengajukan permohonan layanan Bantuan Hukum
(Posbakum).

Dihitung dengan rumus :

¥ Bankmir Diterma )
Eanlum = x 100 %

E PEI‘]I;U.LL'!JHH BHLI-L{ 3 1
Capaian diukur dengan rumus :

g 1
¢ Resligast Bankum x 100 %
ETargeT

Capaian Bankun —
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Sasaran §.
Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Sasaran Peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase
Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti yang diukur dengan
membandingkan antara jumiah Putusan Perkara TUN yang
ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara TUN yang telah
berkekuatan hukum tetap;

Dihitung dengan rumus :

Z¥uruean Dinndaklanmn
I Pumran Berkekustar Hukumr Terap

Kepatuhan — x 1009

Capaian diukur dengan rumus :

%; Reallzesi Keparohan X 100 %
Sh Tetrpser

Capaian Eepatuhan =

Sasaran 6

Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran Peningkatan Pelayanan Publik terdiri atas 1 (satu)
Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Responden Pencari
Keadilan Terhadap Layanan Peradilan yang diukur melalui Survei
kepada masyarakat pencari keadilan yang berperkara di PTUN
Palu;

Capaian diukur dengan rumus :

. = 3% Realivar thdele Kapusasar
Fepuasan Publik = = x 100 %

4 Tarzer
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting.
RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan
dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai
tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-Negara berpenghasilan
menengah atas (Upper-middie income country! MIC) yang memiliki kondisi
infrastruktur, kualfitas sumber daya manusia, layanan publik, serta
kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025,
sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai Wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024 merupakan penjabaran atas Visi,Misi, dan program prioritas Presiden
dan Wakil Presiden. Dalam lima tahunke depan, keberhasilan
pembangunan dalam mewujudkan Visi“Ternwujudnya Indonesia Maju Yang
Berdaulat, Mandiridan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,
dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
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6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga,;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yvang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan:

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar;

8. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik.

Dari 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan tersebut, yvang ferkait erat
dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi Prioritas
Nasional Adalah Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik. Pembangunan Politk, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
(Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju  terwujudnya
Konsolidasi Demokrasi; Supremasi Hukum dan penegakan hak asasi
manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi
seluruh rakyat; serta keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kedaulatan Negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam
maupun luar Negeri.
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Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada §
bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi

2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

3. Penegakan Sistem Hukum Nasional

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional,

Berpedoman pada Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik, dan arah kebijakan Penegakan Sistem
Hukum Nasional, serta mengingat upaya pembangunan Hukum di
Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan namun indeks Rule of
Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018)
menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan
hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem Peradilan
(Pidana dan Perdata), penegakan peraturan PerUndang-Undangan, dan
maraknya praktik korupsi. Maka isu srategis penegakan Hukum Nasional
yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi dengan target dari agenda penataan regulasi adalah
pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan Substansi
Hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Target dari agenda
perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata adalah penyempurnaan
Hukum Ekocnomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan
pendekatan keadilan restoratif. dukungan Tl di bidang Hukum dan
Peradilan; serta peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi. Target dari agenda penguatan sistem
anti korupsi adalah penguatan implementasi  strategi  Nasional
pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan
pengelolaan aset.
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4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan Target dari agenda penguatan
akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan
Hukum bagi masyarakat.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024
ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan Strategi Pemerintah dan
ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah
kebijakan Rencana Strategis Periode 2015-2019. Sebagai informasi
keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian
perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya
ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem Peradilan
Pidana,

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang
dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka
mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung,
maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah

kebijakan sebagai berikut:

Penguatan Penyelesaian Perkara tepat waktu;

Pembatasan Perkara Kasasi:

Proses berperkara yang sederhana dan murah :

Penguatan akses Peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
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s Penyempurnaan penerapan sistem kamar:

* Peningkatan penyelesalan perkara pidana dengan keadilan
restorative;

¢ Hak uji materiil:

¢ Penguatan lembaga eksekusi;

+ Keberlanjutan e-Court;

o SPPTTI

+ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di
lingkungan Peradilan;

« Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah
Agung yang berkualitas;

* Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja Aparat Peradilan
secara optimal;

» Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menetapkan enam
sasaran strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Manjemen Kinerja Peradilan, baik dibidang Administrasi

Kepaniteraan dan Administrasi Kesektariatan:

. Terwujudnya Proses Peradilan yang Transparan dan Akuntabel;

. Peningkatan Penyelesaian Perkara;

. Meningkainya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;

. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengaditan;

(22 I T 5 I S

. Peningkatan Pelayanan Publik.
Keenam sasaran Strategi tersebut merupakan arahan dari
Mahkamah Agung R| untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah
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ditetapkan.Untuk mewujudkan Visi, Misi, serta sasaran, peru ditetapkan
berbagai program dan kegiatan pendukung.
Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu mengacu pada Program Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Manjemen Kinerja Peradilan, baik dibidang Administrasi
Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan mencapai sasaran
target yaitu:
a. Kedisiplinan jam kerja
b. Kualitas kinerja
c. Kualitas pelayanan Peradilan kepada Masyarakat pada PTSP.
2. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel dengan
indikator kinerja yaitu :
a. Persentase sisa perkara tahun lalu diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum:
» Banding
e Kasasi
* Peninjauan Kembali
d. Persentase perkara yang diakses secara transparan
3. Peningkatan Penyelesaian Perkara
fndikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase Minutasi tepat Waktu
b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
4. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan
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Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Persentase
Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.

6. Peningkatan Pelayanan Publik
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini Indeks Responden
Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Adapun Matriks yang merupakan Hubungan, Tujuan Sasaran,
Indikator, Kebijakan, Program dan Kegiatan pada Tabel dibawah ini :
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tahun 2020-
2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung
tahun 2020-2024 sehingga diharapkan hasif Capaiannya dapat diukur dan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Selain itu Penyusunan rencana strategis
ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika Hukum, Politik dan Sosial yang
berkembang di Indonesia kKhususnya di Sulawesi Tengah dengan tetap
memperhatikan perintah dan arahan Mahkamah Agung Republik Indonesia
melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Dalam rencana Strategis Tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah
dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tahun 2015-2019 antara
lain adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya
penguatan akses terhadap masyarakat tidak mampu dan disabilitas,

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan,
Mahkamah Agung telah menetapkan Visi Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistemn Peradilan, meningkatkan muty pelayanan
peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang
berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan sebagai
lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu menyadur arah kebijakan, tujuan dan sasaran Mahkamah Agung
tersebut dan disesuaikan dengan situasional Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu dan perubahan redaksi seperlunya serta dilengkapi indikator kinerja yang
valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian
pelaksanaan program.

36



